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Indonesia Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU Nomor 22 Tahun
2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden. UU Nomor 23 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4311.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor
24 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara . UU Nomor
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9 Tahun 2004 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU
No. 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor
32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh. UU Nomor 11
Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Partai Politik. UU Nomor 2 Tahun
2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. UU No. 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.
PP Nomor 9 Tahun 1976.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1985. PP Nomor 19 Tahun 1986. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3332.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Partai Poitik Lokal Di Aceh.
PP Nomor 20 Tahun 2007. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 46.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711.

Republik Indonesia. Penetapan Presiden Tentang Sjarat-Sjarat Dan
Penjederhanaan Kepartaian. Penpres Nomor 7 Tahun 1959. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1916.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan
Pembubaran Partai-Partai. Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140.
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Republik Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran
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huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
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